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KOTA MEDAN

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang a bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor

3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, perlu dilakukan
pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal

23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam

Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 maka perlu

membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Mengingat i 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1 092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun '1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3581);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomom 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Pembendarahan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389),

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5568),

sebagaimanamana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan

ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 t I
Nomor 181 ,TambahanLembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6396);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 fahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20'15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4575);
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1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Noimor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 46'14);

'13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah dan lnformasi
Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adsminitratif Pimpinan dan anggota DPRD (

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi , Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20't8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '120 tahun 2018
tentag Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia tahun 2018 Nomor 1557);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201gtentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2O2O (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nomor 655);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 20'19 Nomor 1447);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

22. Peraluran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2017 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 20'19 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 ( Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 7);

24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor
1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib (

Berlta Daerah Kota Medan Nomor 2 );

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus

Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 6
Mei 2020 melalui Video Conference .

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI
PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam daftar
Lampiran adalah terdiri dari Ketua,Wakil Ketua dan Anggota.
dengan tugas antara lain:
1. Mengadakan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Menyampaikan Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna
DPRD Kota Medan.

3. Tugas-Tugas lain yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Akhir
Tahun 20'19.

Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi
terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
pada Rapat Paripurna.

KEDUA

MEMUTUSKAN:
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KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan

kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau

kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
padatanggal ob Mei202O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, Waki etu Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I H.T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan:
1. Plt. Wali Kota Medarr
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
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LAMPIRAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 20I9.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, Wa Ket Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd,I .T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

NO. NAMA JABATAN KET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., MM

Drs. WONG CHUN SEN.,M. Pd.B

EDWARD HUTABARAT

HENDRI DUIN

H. SURIANTO, S.H

lr. SAHAT B. SIMBOLON

MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H

DHIYAUL HAYATI, S.Ag.,M.Pd

SYAIFUL RAMADHAN

SUDARI, ST

MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, SM

T. EDRIANSYAH RENDY, S.H

ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P

JANSES SIMBOLON

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

AIiIGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

F. PAN

F. PDI.P

F. PDI.P

F. PDI.P

F. GERINDRA

F. GERINDRA

F. GERINDRA

F. PKS

F. PKS

F. PAN

F. GOLKAR

F. NASDEM

F. DEMOKRAT

F. HANURA,PSI, PPP



Berita Acara Pemilihan Komposisi personalia panitia Khusus
Pembahasan Laporan Keterangan pertanggung fawaban
(LKPI) Akhir Tahun Anggaran 2019

1. Pada hari ini rabu tanggal enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh melalui video
conference, diadakan rapat Pemilihan Komposisi personalia panitia Khusus pembahasan

Laporan Keterangan Pertanggunglawaban (LKPll Akhir Tahun Anggaran 2019.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan diikuti oleh anggota pansus melalui media
Video Conference.

3. Menghasilkan Keputusan Terpilih secara musyawarah mufakat pimpinan panitia Khusus
LKPI Akhir Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Ketua EDWIN SUGESTI NASUTION, S. E, M, M

Wakil Ketua Drs. WONG CHUN SEN

Anggota

EDWARD HUTABARAT

HENDRI DUIN

H. SURIANTO, S. H

lr. SAHAT B. SIMBOLON

MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S. H

DHIYAUL HAYATI, S. Ag, M.Pd

SYAIFUL RAMADHAN

SUDARI, S. T

MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S, M

T, EDRIANSYAH RENDY, S. H

ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARTGAN, SIP

|ANSES StMBOTON

4. Demikian Berita Acara Pemilihan pimpinan pansus tentang Laporan Keterangan peftanggung

Iawaban [LI<PfJ Akhir Tahun Anggaran 2019.

DEWAN PERWAI{ILAN RAKYA'I' DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM. S. E
(Pimpinan Rapat)


